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PERAT„“ KABUPATEN TANGGAMUSNOMOR 01 TAHUN 2018

Mengingat : 1.

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang PengelolaanBarang Milik Daerah; 8 8 a

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangfnc?apan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun1956 tentang Pembentukan DaerahKabupaten-kabupaten dalam LingkunganSumatera Selatan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II TulangBawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, TambahanLembaran Negara Nomor 3667);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara R™,brtIndonesia Tahun 2004 No™ T T T.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400®
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPenmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPernenntahan Daerah (Lembaran Negara Republikndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia T^hun 2011Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234); p

Undang-Undang Nomir 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Lernh^8^ Tahun 2014 No™r 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

A“S Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentangRumah Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4515);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDama Penmbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)-Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4576), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5155);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta him onnA .
Krngan dan«“&or S Indonesia Tahun 2006

Indonesia 4614)
Umabaran Negara Republik

16'ST P'n,e™ltah Nomor 2 Tahun 2012 tentangHibah Kepada Daerah (Lembaran Negara RepublikNetaraT 2?12 N°m°r 5’ Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5272)-17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (LembaranRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentangPenjualan Barang Milik Negara/Daerah BerupaKendaraan Perorangan Dinas (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610)-19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)-2°. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembmaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentangHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015;

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganp; &

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugi Keuangan dan Barang Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaPemerintah Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;



27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri
tentang Tata Cara
Milik Negara;

Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014Pelaksanaan Pemanfaatan Barang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daeraheraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah-tT*" TanggamusNomor 03Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Tahun 2008 Nomor 3);

P

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunanerangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (LembaranDaerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor142, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTanggamus Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus.3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemenntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.D^wan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.8. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barangadalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukankoordinasi pengelolaan barang milik daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

BSS^’ad^"^ ?aTh yang selanJutnya disebut Pengurusdiwrahin^m Jabatan Fungsional Umum yangaiserani tugas mengurus barang. 7 ë
Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas
mmkTeróhmeayiDPaK men«eluarkan. dan menatausahakan baren»mihk daerah pada Pejabat Penatausahaan BarangdSi8^, PenggUna adalah Jabatan Fungsional Umum yangbaranX^ mengeluarkan, menatausahakannarang milik daerah pada Pengguna Barang
memhTnu. Baran8 Pan8elola adalah pengurus barang yangbarenSik admmistrasi maupun teknis penatausahaannarang milik daerahpada Pengelola Barang

a6?8"™3 Bar“8 Pengguna adalah pengurus barang yang
milik

administrasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerimamenyimpmi, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

8 8

herdï^ ? P‘hak yang melakukan penilaian secara independenberdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilaiJXtü J barang milik daerah Pada

pSmerintSrah'’ ** Pemerintah Pusat da" Penilai
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yangPeren™ï kebutuhan dan penganggaran, ^engadaam

Sn’ pemanfaatan’ Pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan danpembinaan, pengawasan dan pengendalian.

kAutXTV Kebutuban adalah kegiatan merumuskan rinciankebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan
Ö^8 a U de"gan keadaan yang sedang berjalan sebagaidasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

pembantu KepZ^ Dawah d^DPR^ dlsebut SKPD adalah unsur
pemerintahan yang menjadi kewenangan X ™h urusan
fungsi pengelolaan ^arang^mib^^ yang memPunyai
keuangan daerah 8 daerah seIaku Pejabat pengelola

bïagSmiU&adalah Pejatet P3meg“8 k—8- Penggunaan

program^"“ SKPD yang "elaksanakan satu atau beberapa

KXa"p^P®?U iSny^angsT
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya Y g
rejabat Penatausahaan Pengguna Barana du.mdaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pX Penggunf



44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

b“tólïd“ dan/atau kegunaan

bara"g m‘Hk“ darig dengan menerbitkan keputusan dari peiabat vanpberwenang untuk membebaskan Pengelola Barana o
Y g

Ketentuan peraturan perundang-undangan. °
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatandan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah ’

«an^^ merupakan bukti

baXmTkX”^ daerah adalah daftar yan6 data

baranJ. P^gg^a adalah daftar yang memuat data barang milikdaerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.KUT adalah daftar yan8 memuat data barang
P ? ° eh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah danberfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaankeluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawainegen sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsionalkepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:a. menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan dalam pengelolaanbarang milik daerah;
b. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalamPengelolaan barang milik daerah;
c. mengamankan barang milik daerah;
d. memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagisebesar-besar kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan pembangunan daerah;
b. mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan barang milik daerah;c. mewujudkan Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektifdan efisien;
d. meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang milik daerah untukmeningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada

masyarakat secara optimal.



Pasal 9

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah:
a. pejabat pengelola barang milik daerah;
b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c. pengadaan;
d. penggunaan;
e. pemanfaatan;
f. pengamanan dan pemeliharaan;
g. penilaian;
h. pemindahtanganan;
i. pemusnahan;
j. penghapusan;
k. penatausahaan;
1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan polapengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
o. ganti rugi dan sanksi.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 10

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan

barang milik daerah;
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik

daerah;
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik

daerah;
e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang

memerlukan persetujuan DPRD;
f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan

barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah

dan/atau bangunan; dan
h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk

kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua
Pengelola Barang

Pasal 11

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggungjawab:
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan

barang milik daerah;



c.

d.

e.

f.

g-

d.

dan
e.

disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.

g-

h.

j-

(1)

(2)

(3)

membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasiinventarisasi barang milik daerah;
melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak

untuk kePentingan penyelenggaraan tugas dan fungsibKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupatimelalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada padaPengelola Barang; H

mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf g;
membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalianatas pengelolaan barang milik daerah; dan
menyusun laporan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 13

P—Wan, pemusnahan, dan

baran8 milik“dalam •5elaksanaan inventarisasi barang milik

X^h^8^^ d“ atas pengelolaan barang

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 12

, Luxiucuigcui Kepaaa pengelola barang ataspelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah

Kepaia SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerahselaku Pejabat Penatausahaan Barang.
§

^^ntausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
y 1 J

Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuandalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepadaPengelola Barang; r
b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuandalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatanbarang milik daerah kepada Pengelola Barang;c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuanusul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yangmemerlukan persetujuan Bupati;

memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengaturpelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,penghapusan barang milik daerah;
memberikan pertimbangan kepada pengelola barang
♦^^1OIzcn*-1 z-» M J — 1- J _ i ..... °

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Keputusan Bupati.



(3' tert^n» dimakSUd Pada ayat (»■ ^nang dan

milik
b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

j-

(3)

milik
(4)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

pada

milik

yang

yang

"a“m^ berada
USU' pe,manfaatan dan pemindahtanganan barang milikpersetuiuan^DP^n^ d“/ataU bar>gunan yang tidak memerlukanbanS " barang mÜik daerah Selain tanah dan/atau

milik daerah berupa tanah dan/atau bangunanfungsiSKPD^YYlH-'3"^ kepentin8an penyelenggaraan tugaTdan
dan Sedang üdak d^anfaatkan pihaklam, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

USU1 pemusnahan dan Penghapusan barang milikUdCl cUl,
melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ataspenggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;

dan “enyamPaikan laPoran barang pengguna semesterandan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalampenguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 14

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dantanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehBupati atas usul Pengguna Barang.

Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
jumlah barang yang dikelola, beban kerja,lainnyakOmPetenS1, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 15

" Shba^SKP^ ba^

bera^Xm^" miHk daerah
menggunakan barang milik daerah yang berada

P^=~ tbuXaan ?u^

Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud padaayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang

daerah pada Pengguna Barang.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksudayat (2) berwenang dan bertanggungjawab:
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barangdaerah pada Pengguna Barang;



b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

j-

k.

“peX"Vr^ ttat- Penggunaan barang
meneliti pencatltand" ^dilaksanakan oleh Pengurus Baran»38^ milik daerahyang
Pembantu; P^rus Barang dan/atau Pengurus Barang

Wa^mi^Z^ pemindahtanganan

”“Tan™r DPRD d“

“te™P3

xzzxtrp~ “x
S£Pka" USUlan Pemusnahan dan penghapusan barang müik

=s= jss—
™"8e,Uarkan bar£m8 ^aerah dari gudang penyimpanan-senX^sXI^ 'nVentaris Ru“8“ (KIR) setiap

perub^an kondisiMk^ persetujuan atas
meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan olehengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 16

(1)

(2)

(3)

a. menyiapkan bahan

b.

c.

d.

e.

meneliti dan

meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahandan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahanpertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturanpelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, danpenghapusan barang milik daerah;
menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanahdan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barangyang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan

PeXXhaan BaranT'0'" USU' Pcjabat
Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahSSau^hatT fUngSi Pengel°laan baranBrejaoat penatausahaan Barang.

Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang dan bertanggungjawab:
maneliti dan menyiapkan bahan pertimbangand^K kebutuhan barang milik- x iviivcuio. IVCdaerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang«reetman ““dd11 dan menyiaPkan bahan pertimbanganS , d penyusunan rencana kebutuhanpemehharaan/perawatan barang milik daerah kepada PejabatPenatausahaan Barang; J Dat

““SS?” dokuman Pengajuan usulan pemanfaatan danp“uan~^ barang mUik daerah yan« “'-Pan



(4)

(5)

(6)

<“atkan pihak lain kepada Bupati

g. SeXp“ da^Pee*“ b^g daerah;
Pengguna Barang; P an Barang Pengguna/ Kuasa

”■ b“.Xda“ » Penyusunan laporan

barang
ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang

enge‘°la Van8

(1)

(2)

e.

f.

g.

h.

J-

k.

1.

dokumen pengajuan usulan pemanfaatan danpemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atauSïïï1™ -tldak memerlukan persetujuan DPRD dan barangmilik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
penyerahan barang milik daerah berupa tanahdan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingandan fUngS‘ Pengguna Barang dan sedang tidakdimanfaatkan pihak lain; &

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan danpenghapusan barangmilik daerah;
menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan notapermmtaan barang;
mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada PejabatPenatausahaan Barang Pengguna;
menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah PenyaluranBarang(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahanbarang;
membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 17

eSS™5 Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna
Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang dan bertanggungjawab: y 1 b
a‘ ^™bantU dokumen rencana kebutuhan danpenganggaran barang milik daerah;b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaanarang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehanlainnya yang sah; 1

d
ksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;£^8^” barang miUk daerah ^ang be-da pada



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

41.

42.

43.

39.
40.

£n?a^ -dalam

„tah

S^nn^ P““gkatan

baXTS selanJutnVa disiagkat BOS adalah pemanfaatan^a-8-, u
d CTah berupa tanah 01eh Pihak lain dengan caramendmlcan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudiandayagunakan oleh pihak lam tersebut dalam jangka waktu tertentubM^rra6 ^ dlsepakatk untuk selanjutnya diserahkan kembali tanahh^WV ban6Unan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelahberakhirnya jangka waktu.

bar^J1 ^Una selanJutnya disingkat BSG adalah pemanfaatanbarang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan caramendinkan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelahselesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihaklain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPIadalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan

unXnga^ mfraStruktUr sesuai den8an ketentuan peraturan perundang-
Proyek Keijasama yang selanjutnya disingkat PJPKadalah Kepala Daerah, atau badan usaha milik daerah sebagai penyediaatau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-unaangan. °

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepadapihak lam dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yangdilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak laindengan menenma penggantian utama dalam bentuk barang, palingsedikit dengan nilai seimbang. H s
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusatkepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau daripemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidakdipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkansebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Da Arob ,, ,
RKBMD, adalah dokumen ° , h? yang selanjutnya disingkat
untuk periode 1 (satu) tahun

&an ebutuhan barang milik daerah

°;? pen^-
dengan tugas dan fungsi SKPD yanXrsa/gkutan y“g SeSUai

“— —



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5
Barang milik daerah meliputi:

a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; ataub. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 6

(1) barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarangdigadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkankepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah
daerah.

(2) barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat
disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilengkapi dokumen
pengadaan.

(2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilengkapi dokumen
perolehan.

(3) barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 8

(1) Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,
meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan

modal pemerintah daerah.

(2) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang
sejenis dari negara/Lembaga internasional sesuai peraturan perundang-
undangan

(3) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berasal dari:
a. kontrak karya;
b. kontrak bagi hasil;
c. kontrak kerjasama;
d. perjanjian dengan negara lain/ lembaga internasional;

dan
e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam

penyediaan infrastruktur.



1.

q-

r.

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

g-

h.

j-

k.

o.
P-

BAB V
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 19

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun denganmemperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sfrtaketersediaan barang milik daerah yang ada.
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barangdan/atau Pengguna Barang. °

Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milikdaerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunanRencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Pasal 20

^-n ke^utuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahunsetelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.

lan^ dZg^Xn^S pe^
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai pénjamin itas
pada APBD

ekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan

penghapusan ba^^müik daeS^ USUlan Pemusnahan dan
menyusun laporan barang semesteran dan tahunan-menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) vpermintaan barang; g 1 berdasarkan nota

SgUkan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna

- (HR>~ tahunan;

melakukan stock opname barang persediaan- *
SpXXn “X ’^ae^^ash/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan •

menyimpan
melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barankme^buaTf Barang dan laPoran barang milik daerah; dan.^bp lapora* mutasi barang setiap bulan yang disampaikanpada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah
Barang°Penggunaat PenataUSahaan Barang dan Pengurus



q.

r.

(3)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

o.
P.

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu

Pasal 18

S Baran8 Pembantu atas usul Kuasa

7®ngU1?S Baranë Pembantu sebagaimana dimaksud padaXh 1 b<;rdasarkan pertimbangan jumlah barang yangdikelola, beban kerja lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendalidanpertimbangan objektif lainnya.
Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang dan bertanggungjawab:
a' d0kumen rencana kebutuhan dan penganggaran barangmiiiK aaeran,
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaanbarang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehanlainnya yang sah; F

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah-
menSamankan barang milik daerah yang berada’padaKuasa Pengguna Barang; H

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan danpemmdahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barangmilik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanahdan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dansedang tidak dimanfaatkan pihak lain; ö

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secaraadministrate bertanggungjawab kepada Pengguna Bar^ dan secarafungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepadaPengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
tUgaS danfunêsi administrasi Pengurus Barang

HU
dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yanfditetapkan oleh Pengguna Barang. y g

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan
neniam^1 dan Penjualan jasa atau bertindak seblgai
dibebJkaXia/^^ ‘erSebUt yang ^arannya

m. memberi label barang milik daerah;n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat PenatausahaandZeShh^ B*^ ataS Perubahan kondisi fisik barang milikdaerahberdasarkan pengecekan fisik barang;
g

melakukan stock, opname barang persediaan-

“bZ antara ‘ain: fotókopi/salinan dokumen
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausah:™" m“yimPan

membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disamnaikanPefabït Penguin3™”! Pengguna Baran8 setelahditeUtiolehrejaoat Penatausahaan Pengguna Barang.



(2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakanSa^, satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaranuntuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) sertapenyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 21

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana
xxeija oKFU.

(2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada-a. standar barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga.

(3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalahspesmkasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitunganpengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.(4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuanperhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalamperencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalahbesaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milikdaerah dalam perencanaan kebutuhan.
(6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMDpengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standarkebutuhan.
Pasal 23

(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh KuasaPengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang denganmemperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola

Barang.
(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang,sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.

(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus
Barang Pengelola.



m Pada ayat (5)

pen^su“ dimaksud Pada ayat (3) merupakan dasar

Pasal 24

Pasal 25
(1)

(2)

(3)

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh
a Bara£g dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
b

nnlik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;semTntar” yang Sedang dalam status Penggunaan

C' othplSin“auT Sedang da'am StatUS UntUk di°?e“
d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.

Sm Pemedharaan parang milik daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakansementara barang milik daerah.
g men^unakan

SS barang milik daerah sebagaimana dimaksud padaJ pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakaidenganjangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 26
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;

b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dane. perencanaan penghapusan barang milik daerah.(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksudE ayat huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan(3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

... E ayat huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan(4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
n

a ayat huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMDPemindahtanganan.
(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

Pasal 27
(1) Bupati menetapkan tata cara penyusunan RKBMD pengadaan danRKBMD pemeliharaan barang milik Daerah pada penggunaan barang.(2) Bupati menetapkan tata cara pengelolaan RKBMD pengadaan danRKBMD pemeliharaan barang milik Daerah pada pengelolaan barang.(3) Ketentuaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturlebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



(1)

(4)

(1)
(2)

(2)

(3)

BAB VI
PENGADAAN

Bagian Ketiga
Penyusunan Perubahan RKBMD

Pasal 28Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD
pada ayat (!) dilakukan

Bagian Keempat
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 29
dJ^thal Setela.h batas penyampaian RKBMD terdapat kondisianggaran untuk kebutuhanPbaru (new0 Penye^iaaa anggaran angka dasar (baseline) dalam rangkadüakXH^^^ pemeliharaan barang milik daerahauakukan berdasarkan mekamsme penganggaran sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

darUrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencanaalam dan gangguan keamanan skala besar.Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barangbersarnaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMDtahun benkutnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelolasebagm bahan pertimbangan tambahandalam penelaahan atas*™MD yang d'sampaikan °‘eh PenKUna Barang bersangkutan padaAPBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahunanggaran benkutnya.

Pasal 30
(1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien,eiektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.(2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
(i) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barangmilik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang milik daerah untukditetapkan status penggunaannya.
(2) Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), terdin dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesterandan tahunan.

BAB VII
PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 32
(1) Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah.(2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barangmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/ataubangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.



(3)

(4)

(5)

“ pada ayr (2)- antara iain“dengan nilai ter“ 7 8 memPuny* bukti kepemilikan atau

BupatiertentU Sebagaimana di”^ud pada ayat (3) ditetapkan oleh

(1)

(2)

Pasal 33Penggunaan barang milik daerah meliputi:a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah;o. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan. Penetapan status penggunaan barang milikdioperasikan oleh pihak lain.
Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksuddilakukan untuk:

daerah untuk

pada ayat (1)
a.
b.

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dandioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankanumum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
pelayanan

Pasal 34
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:a. barang persediaan;

b. Konstruksi Dalam Pengeijaan (KDP);
C‘ yan? dari aWal Pengadaannya direncanakan untukdihibahkan; dan
d. Aset Tetap Renovasi (ATR).

Pasal 35
(1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanahdan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau KuasaPengguna Barang yang bersangkutan.
(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanahdan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidakdigunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barangkepada Bupati melalui Pengelola Barang. 8

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangkawaktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(4) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupatanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan

r^aS dan *ungs* Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2).(5) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati,engguna. Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan danapemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.

Pasal 36
(1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan olehPengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasaPengguna Barangdan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain



(2)

(3)

(4)

Bupa” -bagataana dimaksud pada ayat (1)

Sumber lam sebagaimana dimaksud pada avat I9\termasuk hasil oelaksanaan P °a yaj '2*' huruf c antara lain

"X,’“ '“VS 3
>— —a. penetapan status penggunaan;

b. pemanfaatan; atau
c. pemindahtanganan.

(1)

(2)

(3)

(4)
tahun

barangBYPatj menerbitkan keputusan penetapan status penggunaanmilik daerah setiap tahun. 55

Bagian KeduaPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Paragraf KesatuPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati

Pasal 37
Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan statusneroïhaX baKmg millk daerah diperoleh dari beban APBD danperolenan lamnya yang sah kepada Bupati.

dimaksud pada ayat (1) dilakukansetelah ditenmanya barang milik daerah berdasarkan dokumenpenenmaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.Permöhönan penetapan status penggunaan barang milik daerah
Pen™, n dlmak,sud Pada ayat (2) diajukan secara tertulis olehPengguna Barang kepada Bupati paling lambat pada akhirberkenaan.

Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan penetapanpenggunaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

status

(1)

(4)

(2)

(3)

Pasal 39
Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapanstatus penggunaan barang milik daerahdari Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). ë

ketenXn»XEXana ?‘m3k®ud Pada ayat (1) dilakukan terhadapkelengkapan da.n kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belummencukupi, Pengelola Barang dapat:
a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barangyang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barangmilik daerah; dan/atau
b. melakukan pengecekan lapangan.
Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan /ataubangunan serta barang milik daerah selain tanah dan /atau bangunanyang memihki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(5)

(6)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 40
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat( ), Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah

milik daerah sebaga^ana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. P
Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna BarangST™d™aksUd dalam Pasal 37 ayat (1I- Bupati “«Wui PengelolaB®ag menerbltkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertaiasan.

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan
°Ieh Bupati sebagai— dimaksud

„,ba“ï„
a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan statuspenggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD danperolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf adilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkandokumen penenmaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerahdiajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada PengelolaBarang paling lambat pada akhir tahun berkenaan.Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milikdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen.Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barangmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitiansebagaimana ketentuan Pasal 39. H

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna
^8 seba§aimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barangmenerbltkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 42
Barang mihk daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.Pengalihanstatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan: ' 1

a. Inisiatif dari Bupati; dan
b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.

Pasal 43
Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatifdan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 2 huruf aB^Sngan dengan Pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna
Pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 ayat 2 huruf b dari Pengguna Barang kepadaPengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsidilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.

Paragraf KeduaPenetapan Status Penggunaan Barang milik daerah Oleh Pengelola Barang
Pasal 41



(1)

(2)

a.

b.

(3)

(1)

(2)

Bagian Keempat
Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah

Pasal 45

. Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penealihan statuspenggunaan barang milik daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

<3) S?T >?en®unaan sebagaimana dimaksud pada ayat p)dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penmasaan
bSgkuta^ di8Unakan oleh Pengguna Barang yang

(4) StatU,S sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mihkl^ d“ “akd^ pengadaanM

Pasal 46
sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 45 dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barangdengan Pengguna Barang sementara.

Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangkawaktu penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yangmenggunakan sementara barang milik daerah bersangkutan

daeraJ? yangJdah ditetaPkan status penggunaannya padaPengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang^ya Jangka ^ktU tCrtentU tanpa harus mengubah statuspenggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulumendapatkan persetujuan Bupati.
barang milik daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan untuk jangka waktu:

lama $ (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barangmilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milikdaerah selain tanah dan/atau bangunan.
Penggunaan sementara barang milik daerah dalam jangka waktukurang dan 6 (enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pengajuanp nggunaan sementara barang milik daerah, penelitian, persetujuan, danpenetapannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain
Pasal 48

(1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada
. Pengguna Barang> dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.(2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangkamenjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD vangbersangkutan. &



(3) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antaraPengguna Barang dengan pimpinan pihak lain.
(4) Biaya pemehharaan barang milik daerah yang timbul selama jangkawaktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihaklain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan barang milikdaerah. &

(5) Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukanpengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepadapihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah
bersangkutan.

(6) Bupati dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan
menggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau
pihak lainnya.

Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain,
penelitian, persetujuan, penetapan dan berakhirnya penggunaan diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 50
(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk
barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang
masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau
bangunan.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan
kepentingan umum.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan
persetujuan DPRD.

Pasal 51
(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya

pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra
pemanfaatan.

(2) Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan
penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.

(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas
Umum Daerah.

(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan
seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.



(5) dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangkaP^elenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah“yang diSet°rkan r^
(1)

(2)

PgsgI 52Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilaranadijaminkan atau digadaikan. auarang
Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak daoatdikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 53Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa'a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. KSP;
d. BGS atau BSG; dan
e. KSPL

Bagian Kedua
Mitra Pemanfaatan

Pasal 54
Mitra Pemanfaatan meliputi:

a' Sewa^’ UntUk pemanfaatan baran8 milik daerah dalam bentuk
K pemanfaatan barang milik daerah dalam
C' KSP’ untuk Pem&nfaatan barang milik daerah dalam bentukJrvoJr;
d' berituk^3GS/BSG- pemanfaatan barang miiik daerah dalamucmuK DLro/ooCr; aan
e' KSPI’ UntUk Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk

berakhirnyad. mengembalikan barang milik daerah setelahpelaksanaan; dan
e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjianpemanfaatan barang milik daerah. J J

Pasal 55
j^wabPemanfaatan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memiliki tanggung

a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuaibentuk pemanfaatan;
b* menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuanbentuk pemanfaatan;
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerahyang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatanbarang milik daerah;

Pasal 56
(1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:



a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukanuntuk sebagian atau keseluruhannya.
(3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanahdan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanahdan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milikdaerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yangdimanfaatkan. 6 ~ K

Bagian Ketiga
Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 57
Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. dilaksanakan secara terbuka;
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah; ’
d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handaldan kompeten;
e. tertib administrasi; dan
f. tertib pelaporan.

(1)

(2)

Pasal 58
Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada PengelolaBarang atau BGS/BSG terdiri atas:
a. Pengelola Barang; dan
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada PenggunaBarang terdiri atas:
a. Pengguna Barang; dan
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.

Pasal 59
(1) Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender.
(2) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barangrmlik daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukanmelalui Penunjukan Langsung.

Pasal 60
(1) Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, PengelolaBarang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagaibenkut:

a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratanpeserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:1. kemampuan keuangan;
2. spesifikasi teknis; dan
3. rancangan perjanjian.

c. menetapkan panitia pemilihan;
d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan daripanitia pemilihan;
e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitiapemilihan, dalam hal teijadi perbedaan pendapat;
f. membatalkan Tender, dalam hal:



Pasal 63Tahapan tender meliputi:

(1)

(2)

(3)

g-
h.

pengumuman;
pengambilan dokumen pemilihan;
pemasukan dokumen penawaran;
pembukaan dokumen penawaran;
penelitian kualifïkasi;
pemanggilan peserta calon mitra;
pelaksanaan tender; dan
pengusulan calon mitra.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Paragraf Kedua
Pengumuman

Pasal 64
P“"üa pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di mediasekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasionaldan website pemenntah daerah.

sedSTK dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

m<^atUman Sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sekurang-kurangnya
a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;b. identitas barang milik daerah objek pemanfaatan;c. bentuk pemanfaatan;
d. peruntukan objek pemanfaatan; dan
e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Bagian Keempat
Tender

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 62
^llakykan. untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milikerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatanbarang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

pemanfaatan

, Pasal 61Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pemilihan dan
Peraturan dimaksud daIam paaal 57 huruf d diatur dengan

Q 1
melaPorkaa haS11 pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati

J”] sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam hal diperlukan, Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapa/a. menetapkan Tim pendukung; dan/ataub' Pen^!?^838 kewen£m8an lain dalam kedudukannya selakuPasffl^dan^ Seba83im3aa d™akaud dalam

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang daridokumen pemilihan; p ë

adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotismeyang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benarmenetapkan mitra;

SZ* penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan
AAiiuid, UcL11



(1)

(2)

Paragraf Ketiga
Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 65Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secaralangsung kepada pamtia pemilihan dan/atau mengunduh dari websitesesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumumanPamtia pemihhan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukanpengambilan dokumen pemilihan.
y ë meiaKURan

(1)

(2)

Paragraf Keempat
Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 66Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secaraangsung kepada pamtia pemilihan dan/atau mengunduh dari websitesesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.anitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukanpengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Kelima
Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 67
(1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapanpeserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalamdokumen pemilihan.
(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yangditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi daripeserta calon mitra yang hadir.

Paragraf Keenam
Penelitian Kualifikasi

Pasal 68
(1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap pesertacalon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap,

, dani tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhiRuaaflkasi dan persyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan.
(2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yangditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf Keenam
Penelitian Kualifikasi

Pasal 69
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yangdinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melaluisurat tertulis dan/atau surat elektronik (e-mail).

Paragraf Kedelapan
Pelaksanaan Tender

Pasal 70
(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milikdaerah berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan olehPengelola Barang/ Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari pesertacalon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68ayat (1).
(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjangterdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkanpenawaran.



(3)

(1)

(2)

Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani olehpanitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender.

Paragraf Kesembilan
Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan

Pasal 71
Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatandisampaikan secara tertuhs oleh panitia pemilihan kepada PengelolaBarang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil tenderdimaksud Pad* ayat (D melampirkan dokumenpemuinan.

Pasal 72
ml?™ Barang menetapkan pemenang tender sebagai

o" ’3®rdasarkan usulan panitia pemilihan. sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dengan keputusan.

Paragraf Kesepuluh
Tender Gagal

Pasal 73

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; ataud. calon mitra mengundurkan diri.
(2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon

(1)

(2)

(3)

Paragraf Kesebelas
Tender Ulang

Pasal 74
Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 avat(1); atau
b

peserta
mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga)

Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulangpanitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massanasional dan website pemerintah daerah.
Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapatpaling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkandengan mekanisme tender.

(1)

(2)

(3)

Paragraf Keduabelas
Seleksi Langsung

Pasal 75
Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksudalam Pasal 74 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulangterdin atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tenderulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikutitender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
a. pembukaan dokumen penawaran;



(4)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kelima
Sewa

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

b. negosiasi;dan
c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barane
tender ƒ*lam.tahaP*n seleksi langsung dilakukan sepertihalnya prosestender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 76
teknis pelak“ — o-

BGS/nBSG Pada ayat (1). untuk pemanfaatanS/BSG negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintahdaerah dan objek BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan
P

Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk oerubahanyang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian~fXn^^ KSP ataU
pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dmegosiasikan.Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasilnegosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatanganioleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra. $

Pasal 79Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penuniukkanlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) berlakumutaüs mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas baringmilik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

Pasal 77
Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi

mkraa perbandin8an antara hasiI negosiasi masing-masing peserta

USU,an peserta calon mitra dengan hasilditetapkXb^ untuk dapat
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasarpertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Paragraf Ketiga Belas
Penunjukkan Langsung

Pasal 78
Pengumuman ulang sebagaimana dimaksudƒ 74. yaJ (2)- Peserta calon mitra yang mengajukan penawaran

1 1 ,SatU) peserta’ maka panitia pemilihan menyatakan
P™ ^8?aga dan seIa"Jutnya melakukan penunjukan langsJng.
mTS^f langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra8yangmengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75“diS terhadaP Pr°SeS dalam tahapan p“*n

(1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:



(2)

a' tóum/PS ba^ng milik daerah yang

C' penggUnaan barans milik daerah oleh pihak lain secara
Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang üdak merugikanpemenntah daerah dan üdak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsipenyelenggaraan pemerintahan daerah. g

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

. . Pasal 80Barang milik daerah yang dapat disewa berupa-
a' yang sudah diserahkan °ieh pengguna
b' pXS.gd“'Zbanguna” yang masih d,gunakan oleh
c. selain tanah dan/atau bangunan.
Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a^upa" Penge’°la Barang SetelaH “Pat P-etXn
dan^S18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ban huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendanatpersetujuan dan Pengelola Barang.
Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi:a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta; dan
d. Badan hukum lainnya.
Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain-a. perorangan;
b. persekutuan perdata;
c. persekutuan firma;
d. persekutuan komanditer;
e. perseroan terbatas;
f. lembaga/organisasi internasional/asing;
g. yayasan; atau
h. koperasi.

(1)

(2)

(3)

Paragraf Kedua
Jangka Waktu Sewa

Pasal 81

baranf miljk daerah Paling lama 5 (lima) tahun sejakditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang
aTt barang mUik daerah sebagaimana dimaksud padaayat (I) dapat lebih dan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuka. kerja sama infrastruktur; 6

b' k;®at“.de"8an karaktensük usaha yang memerlukan waktu sewalebih dan 5 (lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang

"aktU s?wa barang milik daerah untuk kegiatan dengankaraktensük: usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahunnlrhhu^a h
Pada ayat ,2) hUrUf b dilakukan berdasarkanperhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yangberkompeten. J B



(4)

(5)

TktU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitungberdasarkan penodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
8

per tanun;
b. per bulan;
c. per hari; dan
d. per jam.
Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka keria samainfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a palingtema 10(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

8

Pasal 82
Lingkup pem^faatan barang milik daerah dalam rangka keria samapemXg Jnd^ melalUi SeWa ™mPed°mani ketentuan

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf Ketiga
Formula Tarif/Besaran Sewa

Pasal 83
Formula tarif/ besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati-a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; danb. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunandengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerahBesaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilainominal sewa barang milik daerah yang ditentukan.Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI sebagaimana
karaÏt^ h

aSal 82 (2) hUmf a ataU Untuk keëiatan dengankaraktenstik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima)tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dapatmempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis

Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat(3) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuanmembayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar(willingness to pay) masyarakat. y

Pasal 85Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan tarifdiatur dengan Peraturan Bupati.
sewa barang milik daerah

Paragraf Keempat
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 86
Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:a. kegiatan bisnis;

b. kegiatan non bisnis; dan
c. kegiatan sosial.

Pasal 87
(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf adiperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencarikeuntungan, antara lain:

a. perdagangan;
b. jasa; dan
c. industri.

(2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barangatau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:



(3)

a' UmUm yanB memungut biaya dalam jumlahterdaPat P°“nsi keuntungan, baik materil maupun
b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukandalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dand. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf cbagl kegiatan yang tidak menarik imbalan atasbarang/jasa yang dibenkan dan/atau tidak berorientasi mencarikeuntungan, antara lain:
a’ umum yang tidak memungut biaya dan/atautidak terdapat potensi keuntungan;
b. kegiatan sosial;
c. kegiatan keagamaan;
d. kegiatan kemanusiaan;
e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
i. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Paragraf Kelima
Perjanjian Sewa

Pasal 88
(i) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yangditandatangani oleh penyewa dan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada PengelolaBarang; dan &

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada padaPengguna Barang. F

(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
a. dasar perjanjian;
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaanselama jangka waktu sewa;
f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dankategon bentuk kelembagaan penyewa;
g. hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain yang dianggap perlu.

(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. &

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewaditanggung penyewa.

Paragraf Keenam
Pembayaran Sewa

Pasal 89
(1) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah danseluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.(2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai palinglambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewabarang milik daerah.



(3)

(4)

(1)

(7)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(2)

(3)

(4)

Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) daoatdilakukan dengan cara pembayaran secara turj kepadl Saharapenenmaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah
Sewa seba2aima^ dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3)dibukükan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen

sewa.
Piran yang menJadl baSian tidak terpisahkan dari perjanjian

Pasal 90
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat

®ewa barang milik daerah untuk KSPI dapatakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang
Barang seba8aimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan kepada Bupati. 1 J

iSeWa Secara bertahaP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam perjanjian Sewa
y

KT SeWa barang miHk daerah secara bertahap sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhitungkan nilaisekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewabarang milik daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan
ayat (4) dapat meminta

Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki
aSP6k niembayar'secara

sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan.
Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatanganiPJnyeWa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenaiketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untukmembayar lunas secara bertahap.

Paragraf Ketujuh
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 91
per^tuiumr^ dapat d'Perpanjang dengan
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelolaoarang; dan °
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada padaPengguna Barang. r
Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktusewa kepada:
a. Bupati untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; danb. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna BarangPengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan1a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan

perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulansebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikanpaling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa-c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikanpa ing lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktusewa;
d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harusdisampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.



(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf bdiajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewapertama kali.
(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakandengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 82 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:a. karakteristik jenis infrastruktur;

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturanperundang-undangan; dan
d. pertimbangan lain dari Bupati.

Paragraf Kedelapan
Pengakhiran Sewa

Pasal 92
Sewa berakhir apabila:

a. Berakhimya jangka waktu sewa;
b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti denganpencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang-c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalamrangka pengawasan dan pengendalian; dand. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 93
Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnyasewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuaiiungsi dan peruntukannya.
Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekanbarang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita?nma (BAST) memastikan kelayakan kondisi barangmilik daerah bersangkutan. 5

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimanadipenu^ ayat dilakukan setelah semua kewajiban penyewa

Pasal 94
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh PengelolaBarang dan Oleh Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kesembilan
Pemeliharaan Sewa

Pasal 95
(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yangdisewa. J &

(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barangE111lk daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untukmenjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baikdan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Paragraf Kesebelas
Ganti Rugi

Po.sa.1 97

disewak^hü^sel^
rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

meiakukan

Paragraf Keduabelas
Denda Sanksi

Pasal 98Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila-
b“-ang milik daerah yang disewa padasaat berakhimya jangka waktu sewa; P

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) belumilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhimyajangka waktu sewa; dan/atau oeraxnimya
C' penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 belum selesaidilaksanakan paling lambat sebelum berakhimya jangka wak?u sewa

Pasal 99(1)
daerah dan Pen88anüan barang milik
surat te^rTn ï h

terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannyasurat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 penyewadikenakan sanksi admmistratif berupa surat peringatan. ’ 7
(2) °alan? penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik«X^nTh kUka" terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannyj suratpenngatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakanP^kxd^ denda- sebagaimJa k?“~

harus sudah sele^ ^fn^ dimaksud pada ayat (3)
jangka waktu sewa. g lambat Pada saat berakhimya

[force majeur), pefb^k^^^ dilakukanTeM^1^ keadaan kaharPengelolaBarang/PenggunaBarSX^ kesepakatan oleh

Paragraf Kesepuluh
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

d u , Pasal 96

--



Bagian Keenam
Pinjam Pakai

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 100
(1)

(2)

Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan-
a' barang ™lik daerah yang belum atau tidakUntUk pe"^n8™ tugas dan fungsi

Pern^™^™^ Penyeleng§araan pemerintahan daerah.pSp^k£ UntUk melakukan Pemanfaatan atas objek

(1)

(2)

(3)

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana Pinjam Pakai

. Pasal 101
Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusatdan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan. ë

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh-a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada padaPengelola Barang; dan F
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada padaPengguna Barang. F

Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkaS
persetujuan Bupati.

(1)

(2)

Paragraf Ketiga
Objek Pinjam Pakai

Pasal 102
Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan /atauangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada padaPengelola Barang/ Pengguna Barang.
Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuksebagian atau keseluruhannya.

Paragraf Keempat
Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasal 103
(1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima)tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
(2) Perparyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).(3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan

perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada PengelolaBarang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangkawaktu pinjam pakai berakhir.
(4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakaidisampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati bataswaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakaidilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 106

Bagian Ketujuh
KSP

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 107

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

Paragraf Kelima
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 104
Selamn jangkn waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah

mi lk daerah’ sePan>ng tidak mengakibatkan perubahanfungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah.Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
a' ^araL^^ bCntUk dan/atau konstruksi dasarnarang milik daerah; atau
b' perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar baranghhiik aaeran< ö

oad^avat^^ daerah sebag3™ana dimaksud2 ’ dllakukaa dengan mengajukan permohonan perubahanbentuk oleh peminjam pakai kepada:
larang; daerah yang berada pada P^lola

b' PeX™ BaTaZ' Pada

S'hno'^K barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf Keenam
Perjanjian Pinjam Pakai

„ , , Pasal 105

d^d^a^^ d'tUan8kan dala” -ta

" UntUk barang miHk daerah yang berada
b' X1SX^n? — -X daerah
PerJ“J‘a“ pada ayat (1) paling sedikit memuat:a. para pihak yang tenkat dalam perjanjian;b. dasar peijanjian;
c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian-
e’ Jeai®;/ua^ata^ yang dipinjamkan,’dan jangka waktu-
' J ,atas biaya operasional dan pemeliharaanselama jangka waktu pemmjaman;f. hak dan kewajiban para pihak; dang. persyaratan lain yang dianggap perlu

Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.



(1)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
a.
b.

Pasal 109
Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang meniaminkanau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSPBiaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola BarangJ atau Penggunao^g Sampai PenunJ'ukan mitra KSP dibebankan pada AP^Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP danbiaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP

dan biaya yan§ timbul atas pinjaman mitra KSPkêuntangïïr P ““ Üdak diperhitungkan dalam pembag.an
Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh-Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang danPengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSP

Pasal 110
Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:
a' H^^0'3 den8an PersetuJuan Bupati, untuk barang milikdaerah yang berada pada Pengelola Barang; atau

d”Xr‘kan dan haSil gUM baran§ milik daerah;
b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 108KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atauonert ° APBD ^tuk memenubT^aoperasional pemehharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadanbarang milik daerah yang dikeijasamakan. P ternadap
Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerahyang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.

mèmilÏT311 bersifat khusus sebagaimana dimaksud padaayat (2) memiliki karaktenstik: F
a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
K udar»8 ya"f «"8^ kompleksitas khusus seperti bandaraben7unganP/“kan inStalaSi listrik- dan

d. barang lain yang ditetapkan Bupati.
Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat
Barang

SebagalI?ana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola8/n U
Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milikyang memihki bidang dan/atau wilayah kerja tertentusesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h3rUS membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangkaaktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagiankeuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. Pemba8>an
besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerahdfedF^Sr^qp3? perba”din8an nilai barang milik daerah yangden^^-1 - k fP.d“ manfaat lain yang diterima pemerintah daerahdengan nilai mvestasi mitra dalam KSP.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

penyediaan infrastruktur
Pasal 113

Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka
terdiri atas:
a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSPparang milik daerah; dan
b infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah.J"!””**011 daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf a terdiridLdS.
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan.

. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untukbarang milik daerah yang berada pada Pengguna BarangPersetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb setelah mendapat pertimbangan dari Bupati
P Y *

r^adan KSP barang milik daerah m<*puti:a. Baaan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atauc. Swasta, kecuali perorangan.

Paragraf Ketiga
Objek KSP
Pasal 111

Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa:a. tanah dan/atau bangunan; dan
b' ban&Jna"'yan8 berada pada Pengelola Barang
Ohjek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

Pada a^ HI a, dapat dilakukan untuksebagian atau keseluruhannya.

Pasal 114
Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahandan/atau penambahan hasil KSP. P

p4enambahan hasil KSP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian.

Paragraf Keempat
Hasil KSP
Pasal 112

Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana danfasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.

antara^ah^1 faSllltaS hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.

pXZsXT™™ dimaksud pada ayat (11 menjadi ba®an darf
Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milikdaerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjianatau pada saat berakhirnya perjanjian. P J J



(3)

(4)

(5)

(6)

pada ditujukan
keuntungan beSaran kontnbusi tetap dan pembagian

d^kTud"^ 'teUntUngan
perhitungan ' ’ d’tetapkan °‘eh Tim berdasarkan hasil

d'maksud Pada Wat (*) ditetapkan:ftau ’ Uk barang daerah be™Pa dan/atau bangunan;
h UntUk bSrang miHk da-ah tanah dan/atau

haSil KSP “a" -telah

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSP

T , , Pasal 115d£^ p— tahun sejak pe.an.an

tnfrSrXX^^ Untuk Penyediaan
peijanjian KSP ditandatangani dan dapat d^erpan’Zg^ Sejak

D . Pasal 116Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP den^n

penyelenggaraan pemerintahan daerah- dan
KSP terdahU1U' KSP“peraturan

(1)

(2)

Paragraf Keenam
Perjanjian KSP

, Pasal 117

KsTdan" sebag£umana d™^sud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra

Parang; a”^ daerah yang berada Pada P^lcla
b' S-bZ5 UntUk barang “lik daCrah yang bdrada pada

‘3) a^ïp^aT^r“Ud (1) PaUng Sedikit

c' otóêk K^pPara Pihak yang terikat dalam P^njian;
v. wujck ivor^,
d. hasil KSP berupa barang, jika ada-e. peruntukan KSP;
f. jangka waktu KSP;
g. besaran kontribusi tetap dan pembagian Iteuntungan sertamekamsme pembayarannya; euncungan serta
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP; J J



(4)

(5)

(6)

j. sanksi; dan
k. penyelesaian perselisihan.

pada ayat <3» d“»n dalam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Paragraf Ketujuh
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 118Mitra KSP wajib menyetorkan:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan KSP.

pada ayat W setiap tahun

n^KibUS‘ dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
b mX v keuntun?an KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, merupakan penerimaan daerah y 1 } urul

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSPpada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

SZZ? dan pembagian keuntungannya yang berupa
Sebagalmana dimaksud ayat (5) bukan

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 119

gaSewSSSSs
X^masa"™^ “*“* tetap da" kenner!
SZyanS dibangUa biaya sebagian kontribusi tetap danpemoagian keuntungan dari awalpengadaannya merupakan barang milik daerah.Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSPbarang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan San SbaZnXZ bangUnan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim ylng
pènüato. PaÜ’ berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hash

XX^ikXI J^^P dan, Persentase pembagian keuntungan KSPXhZ Z Se'am tanah dan/atau bangunan ditetapkanTlm yang dibentuk oleh Pengelola Barangberdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 120
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Carakontribusi tetap dan pembagian keuntungan
Peraturan Bupati.

Perhitungan Besaran persentase
pelaksanaan KSP diatur dengan



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf Kedelapan
Berakhirnya KSP

Pasal 121
KSP berakhir dalam hal:
a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalamperjanjian; &

b' bS^®" perjanjian KSP secara sePihak oleh Bupati atau Pengelola
c. berakhirnya perjanjian KSP; dan
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.engakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b danatdilakukan dalam hal mitra KSP: ' ’ P

b hhS membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
• tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahunberturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau

°' ^^^k^jiban selain sebagaimana dimaksud pada hurufdan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.K$P dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
Barang- 2tauUk barang mÜlk daerah yang berada pada Pengelola

b' Penji^g8’ UntUk mUik daerah yan« berada Pada
Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secaracertullS»

Pasal 122
Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, mitranarus melaporkan akan mengakhiri KSP.

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati ataunemTrtamh^l^T?^ audltor mdependen/aparat pengawasan internpemenntah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP.
pen8awasan intern pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada Bupati,Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang

BaranJ dan/atau Pengguna Barang menyampaikan
ven

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP.Mitra KSP memndaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayatPeng^naTa^^ BUP&ti’ Pengelola Barang, dan/atau

Pasal 123
KSjpk KSP dilakukan paling lambat Pada saat berakhirnya

rZS terlma sebaBaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalamBenta Acara Serah Tenma (BAST).
MitFa belUm SeleSai menindaklanjuti hasil audit setelahserah tenma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MitraKSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.Pengguna Barang/ Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP danpenyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keoadaBupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyeraham

P



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

D ... Pasal 124

SS=SSS
sis ya^8 “rns

ESg^SSS
v . , , v. Pasal 125

es~F—
Paragraf Kesembilan

Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang BeradaPada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang
Pasal 126

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

v^°HOnT per™gan jangka waktu KSP atas barang milik daerah

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri-a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
°' teteP dan Pemba8'an heuntungan dalam

n™™ 'V6116!111 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sertaSpT kelayakan Langan pelaksanaan" KSP™S
haSi' ,Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayatmenyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka

a. membentuk Tim KSP; dan
b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai baran»

dan pt*?^ °bjek KSP' besaran kontribusi tetapaan persentase pembagian keuntungan KSPTugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain-a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP-
da" Persentase pembagianha”PeXan^ asarkan ^mpertimbangkan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

daerah
kepada

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan:a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
e. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 128
Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milikyang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSPPengguna Barang.

Pasal 127
Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktupelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3)

aU1 P^g6101* Barang dapat menugaskan penilai atau pihak
melakuk“ analisis kelayakan perpanjangan

Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat.laporan analisis kelayakan perpanjangan yangBarang pelaksanaan tu§as kepada Bupati melalui Pengelola

dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) menyampaikanaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola BarangApaMa laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksudpada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan iangkawaktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat ^nolakanperpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSPdisertai dengan alasan.
Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksudpada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan iangkawaktu KSP dapat disetujui, Bupati menerbitkan sura't pTsetSn
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.erdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSPsebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun perjanjian
perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknisyang diperlukan.
Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6)berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupatidengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 129
Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuanperpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola BarangPermohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksudpada ayat (2), dilampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan
e. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam5 (lima) tahun terakhir.



(1)

(4)

(5)

(1)

(2)

(2)

(3)

_. Pasal 130
dalam Pasal 129^‘ W huruf a

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentaseSS1*’ berdaSarkan da"/ataU -m^rt^
Tim^SP^t^ ’“S’®*" '®in ^8ditugaskan oleh Pengelola Barang

1,1 —g=ss=s
avaT(2) Tim KSP “Wdmana dimaksud pada
KSP Pe™ohonan perpanjangan jangka waktuP dlsetuJu‘. Pengelola Barang menerbitkan surat plrsetuLan
CXlrkE^"^ KSP yanS dituJukan kepada mitra KSP.

J

dimaksud “ada a^t^,K’K*WaktU KSP -bagaimana
jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal tetads y^g’d^uS”

. Pasal 131
P<X“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) huruf b bertugas
objek KSP b^sa/rAn. kontT’ihiiQi +■ +■ *-1

yang akan dijadikan^n^ “ ™tase Magian
Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporanBarang1 merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola

<4) ^P^ngSaX^^ PeT‘it,an sebag^na dimaksud pada ayat
KSP, maka Pengelola Ba^g^ USUlan perpanjanSan jangka waktu
a. membentuk Tim KSP; dan
b. menugaskan Penilai.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 132
petoan^^qp1^ kelayakan perpanjangan jangka waktuLlamPa^t^
peXi.angKSpJ«n± berlakU pada saat Penandatangananp janjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 133Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak menyetujui permohonanperpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta kasditasnya diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada^aatra hirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSPd?X r °?ek KST beserta sarana dan prasarananya Sgataana(BAS^ a^miSrUp’den1^ Te™a



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(5)

(6)

Pasal 136
BSG yang telah ditetapkan’ jangka waktu

a' kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiaotahun sesuai besaran yang telah ditetapkan; P
D. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
C' menjaminkan, menggadai’kan, atau memindahtangankan-1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;

"nanganKan.

2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugasdan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau Korean tugas
3. hasil BSG.

BÜnati8^ balt"8 daerah harus menyerahkan objek BGS kepada
oleh ana^ Jan8ka waktu pengoperasian, setelah dilakukan fuditoleh aparat pengawasan intern pemerintah.

" Barank’; “ yang berada P*da Pengelola
b' UMUk barang milik“ yang berada pada

_
*

Pasal 135

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait ’ g a

““»"« SSseiesainya pembangunan untuk BSG. ^eceian

Bagian Kedelapan
BGS dan BSG

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 134aGPeXn^XS™ d,ilaks“ak“ dengan pertimbangan:

PeXtnr nPan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau
j-v 1

arang sampai dengan penunjukan mitra BGS/R^cdibebankan pada APBD J mitra tSGb/BSG



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

c.

(3)

(1)

(1)

(2)

(1)
(2)

Paragraf Keempat
Hasil BGS/BSG

Pasal 139
r^/rr/3™813”3? Tana’ dan fesilitasnya yang diadakan oleh mitraBGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG^Xr^aim"^8 haSil B°S/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi dan jaringan;

aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.

?an faSÜitaS sebagaimana dimaksud padaJ J dl barang millk daerah sejak diserahkan kepada pemerintahaerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 140

oeraShfZZT?311 BGS/BSq> mitra BGS/BSG dapat melakukanperubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana

Pasal 137
Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola BarangPihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi- S'
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta kecuali perorangan; dan/ataud. Badan Hukum lainnya.

?ltra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk ybadan
mtoBGS/BStTZr^ bertindak untuk dan atas namamitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf Ketiga
Objek BGS/BSG

Pasal 138
Objek BGS/BSG meliputi:
a' BS^lSau berUPa tanah yang berada pada Penge!ola
b’ B^lnt mUik daCTah berUPa tanaH yang berada pada Patina

hal ,barang mUik daerah berupa tanah yang status penggunaannyahurifVtelah Z™"8 aebasaimana dimaksud pada ayat (1)Pen^ZZp dmencanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsiPen^una Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelahterlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

SfeST8 dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh^sdlnfunS menglkutsertakan P“^na Barang sesuai
Keikutsertatm Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSGn™hZ“a dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan^^^^^^^^^533333 pemban8unan samPai dengan penyerahan



(2)

(3)

(4)

(5)

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimanamXkdad (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan
Pemerintah daerah dan/atau untuk program-program

d ï ï sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana

BGS/BSG.
P (1) dllakukan dengan cara addendum perjanjian

Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3)-
b X uwaktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; danb' besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkanhasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana“.„ps„r d“-B

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasol. 1 3

KSCBGS/BSG ''h3”3 d‘makSUd Pasal 142

Paragraf Kedelapan
Perjanjian BGS/ BSG

Pasal 1 5
Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjianrX» “bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatanganiantara Bupati dengan mitra BGS/BSG. 8

seba8aimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
a. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian-c. objek BGS/BSG; ’
d. hasil BGS/BSG;

Paragraf Ketujuh
Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 144

KXSpaIing lama 30 (tiga puluh) tahun
Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanvamanX 1 <SatU) “ Pedanjian dan tidak

Paragraf Keenam
Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG

Pasal 1421 Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan denganmekamsme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan 79

Paragraf Kelima
Bentuk BGS/BSG

Pasal 141
BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk-

a' baran® milik daerah atas tanah yang berada PadaPengelola Barang; dan
b' p2,™BSGnbarang milik daerah atas tanah yanS berada padaPengguna Barang. H



(4)

(5)

(6)

e.
f.
g.
h.

i.
j-
k.
1.

peruntukan BGS/BSG;
jangka waktu BGS/BSG;
besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya-besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk Uigas danfungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjaniian-ketentuan mengenai berakhimya BGS/BSG-sanksi; ’
penyelesaian perselisihan; dan

m. persyaratan lain yang dianggap perlu
“Ud pada ayat (3> dltUangkan

peqanjian .BGS/BSG dilakukan setelah mitramenyampaikan bukü setor pembayaran kontribusi tahunanpertama kepada pemerintah daerah.
Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimanadimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada llmpiranyang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peijanjian BGS/BSG.

(1)

(2)

Tz , Paragraf KesembilanKont^usi Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsung Untuk Tugasan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan Dan Pembayarannya
ka- •• Pasal 146Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke

(1)

(2)

(3)

(4)

_ Pasal 147
tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran

-jar barang milik--dftentuktm daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penilai Publik yang ditetapkan ol^B^ii Pen‘la‘ Pemerintah atau

aKssT—°"•*“ sa
(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 148

Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitnno bArdoo 1

h SebeSar XXXidca^



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

Paragraf Kesepuluh
Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG

BGS/BSG berakhir dalam hal:
151

" BGS/BSG -bagaimana tertuang dalam

c' BGS/BSG secara sepihak oleh Bunati-C. berakhirnya perjanjian BGS/BSG- Patl’

PengaWiiran*1 BGsTbsg PeratUran Perundang-undangan.

BGstBsê (1’ F* “dilakuk^dalam -(ügXTb^^ membayar k0ntóbusi tah™“ sebanyak 3
K “rnru^ k°ntribUSi ‘ahUnan Seba^ak 3

D . , . Pasal 152Pengakhiran peijanjian BGS/BSG secara senihak oleh f
Pasal 151 ayat (1) huruf b'

P(arr, 1 . PaSal 149
oleh mitra BGsTbsg^^s”^^ Rekening Kas Umum Daerahsebe^mpenanditang^X^^ 2 (dUa> hari k^a
Umun/Daerah^am^dilafojkan^esua^d berikutnya ke Rekening Kas
dalam peijanjian.

aiIakukan ses^ dengan tanggal yang ditetapkan

—ud pada ayat (1)

r>.i • , Pasal ISOaiam jangka waktu pengoperasian BG9/r<5c ~ r .(sepuluh persen) dari hasil BGS/RBC h a- ’ pa ln^ sedikit 10%
Pengguna Bariig untul nfXeien^ dlgUnakan la"^ng oleh
pemerintahan P ggaraan tugas dan fungsi

d“udX^^^^ -angsung sebagaimana
perhitungan yang dilakulmn rekomenda^^lehTm^^XS
sebagaimana dimisud^lda fyat ilakSfan digUnakan langsung
yang ditentukan dalam petjanjiM BGS/BSG ga" WaktU
Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil BGS/Rtr
Bupati.

langsung sebagaimanl dTmLksud pada aya^lhS^ëh



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Acara

haS* men^daklanjuti hasil audit dalam hal terdapat

BGS/BSG untuk memenuhiBk<? menghllanSkan kewajiban mitra
perjanjian BGS/BSG. W&J1 annya sebaëaimana tertuang dalam

b. dalam1 pertama kepada mitra BGS/BSG;

«•—
merupakan teguran terakhir; dan ketlga yang

d'

a. kese^—^
diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG; yang akan

b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG ,diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG- dan
y&ng akan

c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.
hasii audit kepada

b.

c,

v , Pasal 153

Bagian Kesembilan
KSPI

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

itqdt *.
Pasal 154

a m“k^aerah dilakukan dengan pertimbangan:
' ~«rda^nZXX^^

tersedia dana dai- -BD —k
" l«aan infrastruktur



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 155
Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah-a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankanbarang milik daerah yang menjadi objek KSPI- S

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI- danC' kelebihan keuntungan sepanjang
“ k™ntyngan yang diperoleh dari yang ditentukanpada saat perjanjian dimulai (clawback).

^“a"°bjek KSPI dan barang baaü KSPI kepadaSriSSJS daerah Pada saat berakhimya jangka waktu KSPI sesuai

T' “baSaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barangh Jk dlserahkan kepada pemerintah daerah sesuaiperjanjian.
Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan. F

Pasal 156
yang dalam da*ar prioritas program penyediaanSebfgaimana dimaksud dalam pasal 154 huruf c sesuai denganKetentuan perundang-undangan. &

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf Ketiga
PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 158
PJPK KSPI atas barang milik daerah adalah pihak yang dituniukSebagt PJPK dalam ranêka pelaksanaan kerja samapemerintah daerah dengan badan usaha.
Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana
undangan

mempedornani ketentuan perturan perundang-

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 157
Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:
a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada padaPengelola Barang; atau
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada padaFengguna Barang.
KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah danbadan usaha.
Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usahayang berbentuk:
a. Perseroan Terbatas;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/ataud. Koperasi.

Paragraf Keempat
Objek KSPI
Pasal 159

(1) Objek KSPI meliputi:
a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atauo. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Objek KSPI atas barang milik daerahmeliputi:a. tanah dan/atau bangunan;
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masihc. selain tanah dan/atau bangunan.

digunakan; atau

Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSPI

Pasal 160

in^Wa^tU KSPI barang milik daerah Pallnn lama 50 ('i™ puluh)tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang
pSIavaUndit^ mUik daerah dimaksudpaaa ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah dan perpanjanganXsTarZ^Z^ ayat (2) ditUangkan dalam ™ia“ KSPI

Pasal 161
Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 255 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi

Seperti dampak kebÜ^an pemerintah yangdisebabkan oleh terjadmya knsis ekonomi, politik, sosial, dan keamananPerpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam)bulan setelah government force majeure terjadi.

Paragraf Keenam
Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 162

Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas:
a‘ ha?Ut KSPI beruPa infrastruktur beserta fasilitasnya yangdibangun oleh mitra KSPI; dan
b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yangditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).Peinba&a.n at&s kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b merupakan penenmaan pemerintah daerah yang harusdisetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 163
Formulasi dan/ataubesaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)ditetapKan oleh Bupati. 1

Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)dima^snd pada ayat (1) dilakukan denganmempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk olehoupati.
Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antaralain:
a. nilai investasi pemerintah daerah;
b. nilai investasi mitra KSPI;
c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
d. karakteristik infrastruktur.



(1)

c.

(2)

(3)

(1)

(2)

kepada

_ Pasal 165
daerah ditenma dari mitra KSPI

kepada Bulad dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3)

t r x , Paragraf Ketujuhn rastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam RangkaPenyediaan Infrastrukur S

T
_ Pasal 164

bempl™ menjadi hasil kegIatan KSPI barang milik daerah

SES*xuxcXX

KXÉXX’H“““"—
„ . Pasal 166

Wl^Daen^^^ Tata Cara Pdaksanaan KSPI Atas“?tu?anXaü ® ^8 Bar“g d‘atur
Barang
dengan

(1)

(2)

Paragraf Kedelapan
Penatausahaan

Pasal 167
KSPI atas

bara^miliS^ KSPI at“

(1)

(2)

Pasal 168
daerthlms KSpf kenaS haSil PendapatanpenyetoXSpa^ daerah dUamPiri bukti

sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI.
Y

(1)

(2)

Paragraf Kesembilan
Sanksi Dan Denda

, Pasal 169Dalam hal m.tra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan

Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.



(1)

(2)

~ v L
Pasal 170

SS.’"* “a™" “"f'"'
Perbaikan sebagaimana dimaksud pada avat (1) hams «„rUh 1

(1)

(2)

_ . v Pasal 171

ataubX'^.X^ KSPI dengan barMg yan« Sama

daerah dimaksud pada ayat (!)harus sudah selesai ddaksanakan paling lambat pada saai berakLrnya

(1)

(2)

Pasal 172

Xi'Sx-xrsrs ,tzrf7 —“Xi »—» XX
otehPJPK

beSaran Waya sebagairaana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

b.

(1)

(2)

.... ... , Pasal 174
a be£m berupa surat teguran dalam hal:^su^as^

n 1 . . Pasal 176
Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 avat (2) tidakpermurLXmnd^^^ penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuanperaiuran perundang-undangan.

belum menyerahkan barang milik daerah yang meniadi obiek KAPTdan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI.

Pasal 175
halPerl?aikan’ Penggantian, dan/atau penyerahan barang milikdaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17^ i

dsSah P'^’tian. dan/atau penyerahan barang milikaaerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannva surat
Pada ayat (1)> mitra dikenakan sanksimimstratil berupa denda sebagaunana diatur dalam naskah perjanjian

nu , . Pasal 173rie!^nyaran biaya seba8aimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dilakukanJE menyet°rkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satm172“yat (2)
8 “J ya Penetapan eebagaimana dimaksud dalam Pasa’



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

„ , » , . Pasal 178Bukti kepemthkan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan

Pengelol^B^ang^^ kepemilikan baran8 daerah dilakukan oleh

Pasal 180
P^a— Barang Miiik

Tata Cara Pengamanan sebagaimana ayat (1) meliputi:a. Tata Cara Pengamanan Tanahb. Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunanc. Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinasd. Tata Cara Pengamanan Rumah Negara

Persediaar^ *"8“” Barang Milik Daerah Berupa Barang
f oln/Atïu MiIik Daerah Sel«i" Tanah, Gedung/Atau Bangunan, Rumah Negara, Dan Barang Persediaan YaJMempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima

g

Be^uda Pengamanan BaranS Milik Daerah Berupa Barang Tak

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 181

J barang mÜik daerah dan/atau barangmihk daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/ PenggunaBarang/Kuasa Pengguna Barang. g/ ™gguna

Pengelola Barang Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang
pemeliharaan barang milik daerah yang berada

bilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimanaimnl h
pada adaulah UntUk menJa8a kondisi dan memperbaikisemua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layakserta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

d Pasal 179

BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Pasal 177

barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
a. Pengamanan fisik;
b. pengamanan administrasi; danc. pengamanan hukum.



(4)

(5)

(6)

tUjUan dimaksud pada ayat (3), pemerintah
an“ "-an dalam

daerah sebag“ “ud pada
Dalam hal barang milik daerah düakukan pemanfaatan dengan pihak
ÜTVaraan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitrapemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 182Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeliharaandiatur dengan Peraturan Bupati.
Barang Milik Daerah

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IX
PENILAIAN
Pasal 183

Penilaian barang milik daerah düakukan dalam rangka penyusunanneraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan untuk: y 1 J
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; danb. pemindah tanganan dalam bentuk hibah.Penetapan nüai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca

dengan berped°man Pada Standar

dibebankan pada APEÜX
Pen“aian barang ™lik daerah

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 184
Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalamrangka pemanfaatan atau pemindah tanganan dilakukan oleh:a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalahemlai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaiandan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasilpenilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 185
(1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalamrangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yangditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan

OLipatl.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir hargayang unsurnya terdiri dari SKPD/ Unit Kerja terkait.(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintahatau Penilai Publik.
(4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.



(5)

(6)

<41 dUakuk- °‘eh
müik daerah han^a memp"iSSk”^ "an b™g
Stelpt olThBupati “Seba~a dimaksud pada ayat (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

~ , Pasal 186“koX^^^ kembali dalam
dalam neracapemerintTdaerah y“g telah ditetaPkan

da“kn±^ Pada ayat W ada'ah proses
Pemerintahan (SAP) vans metnH» ai?.^n sesua* Standar Akuntansi
standar penilaian peni aiannya dilaksanakan sesuai

|S?É3~
BAB X

PEMINDAHTANGANAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 187 .....
(2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi-a. penjualan;

b. tukar menukar;
d. hibah; atau
e. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 188(1) “nte/* pemmdahtan8anan barang milik daerah dilakukan

P^mTn^^ d™ak-d pada untuk
‘3) pada W ddaksanakan untuk

(1)

(2)

a tidak

a. tanah dan/atau bangunan; atau
b'

5000 OOOOOO ban8unan yang bernilai lebih dari Rp.6.000.000.000,- (hma miliar rupiah). p

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ataubangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufmemerlukan persetujuan DPRD, apabila:

b hï™ d'hak se,suai,dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;disïïiakïnd'iïan?trcna untuk bangunan pengganti sudahaisediakan dalam dokumen penganggaran;

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

. Pasal 189Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelahmendapat persetujuan DPRD untuk- setelah



C' GG? P" negeri Sip“ Pemerintah daerah yang
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

mS^dipertaMTd^S^ StötUS

ut t , Pasal 190

°’ —• »»
w. >”>

Pasal 191=== ===unX^eT adrlaH b^gUnan yan§ berdiri di atas tanah tersebut dirobohkansss“ yXixhxhdls dX
„ , J , Pasal 192Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri sinil^89“)Sl?rKn8kUtln sebagaimana dimaksud dalam Fail

a' X/GSr yang merupakan kategori mmah
b' Sv^un^T1^ kaV‘mg yang m“urut Perencanaanawalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sinilpemenntah daerah yang bersangkutan.

Pasai 193(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umumdlmaksud dalam Pasal 189 ayat (2) huruf d, adïlah tanahdan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkutkepentingan bangsa dan negara, masyarakat luS Xïb^yak/bcrsama, dan/atau kepentingan pembangunan, ’termaZikkeglaJan daerah dalam Hngkup hubunganpersahabatan antara negara/daerah dengan negara lain ataumasyarakat/lembaga intemasional.
<2) kegiatan dimaksud pada ayat (!) antara lain

a' :S“X"ses jaIan sesuai peraturan p—
b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air
' S?Mirig??“ngan pengairan lainnya, termasuk

d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat-e. pelabuhan bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal-i. tempeit iba.da.h; ’



g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersialh. pasar umum;

n.

o.

(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

(5)

(6)

i.
j-

k.
1.

P-
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.

pertamanan untuk umum;
panti sosial;
lembaga pemasyarakatan; dan

^bin’ ‘'■““■“Si" d£m distribusi tenaga listrik termasuk
dapat terpPis“n6nya merUpakan satu ^uan yang tidak

Bagian Ketiga
Penjualan

ParagrafKesatu
Prinsip Umum

Pasal 196
Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan-

S3"8 miUk daerah yang ftau tidakaigunakan/dimanfaatkan;

o • , . Pasal 194

oarang setelah mendapat persetujuan Bupati. °

Pasal 195
v^bt^ bYang milik daerah selain dan/atau bangunanyang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupatib^ milik daerah selain tanah dan/atau bangunan^”“^1ieblh dan Rp’ 5-000.000.000,00 (lima miliar rupiah)diskan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD

H
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mirupakan nilaiZ^eny^^ da'am bentUk P“jUalan’ —«kar

perolehantntuk^ btmuThi^^ nÜai

DPRD -bag— Maksud pada

pada ayat W dan ayat (2)

fasilitas pemakaman umum;

bX^aX!“daS Penang8^-gan
sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;sarana dan prasarana olahraga untuk umum;

beSerta Penduk“8nya

SS—
fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RennhiibIndonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya 8 Republik
rumah susun sederhana; ’
tempat pembuangan sampah untuk umum-cagar alam dan cagar budaya;
promosi budaya nasional;



b. secara ekonomis lebih
dan/atau menguntungkan bagi daerah apabila dijual;

(2) ESHS—

(5)

(6)

d.

e.

f.

(1)

(2)

(3)

(4)

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannvadigunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri Spemenntah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantumdalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-
°' bangUnan Sebagai akibat darf keadaan kahar

teastsr pihak iain yang d«uai

keambalbi°a^ bangUn“ ^angun
seiain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki buktin^ah) peTulit”83” PaHng “nggi Rp’ 1 000000 (satu juta

d . . , Pasal 197te“n barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal

MKXSX>±7 W adaIah PenjUalan bara^

Lelang sebagaimana dimaksud nada a™t 1“tan pengumuman lelang dan di hadapan UjabartóZ
mZuS da,am hal terten‘U ^«na^imaks^ ayat (1)

" berSifet khUSUS — peraturan

dk daarah lai™ya yan8 ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

b Ke
negara g010ngan 111 yan8 diJual kepada penghuninya yang'sahb. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada-

ninya yan§ sah-
1. Gubemur/Bupati/Walikota;
2. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota-3. mantan Gubemur/mantan Bupati/mantan Walikota;wXo”a;dan GubernUr/mantan Wakil Bupati/mantan Wakil
5. Sekretaris Daerah Provinsi

b ™”dn“Iainnya’ Sebagaimana dimakaud Pada ayat (4) huruf
a' umum;dan/ataU bangUnan yan8 akan digunakan untuk kepentingan

(1) PhshI 198

SXS*barang mUik daerah dilakukan peniiaian ™tuk



i
I
I
i
I
i
I

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahbagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yangdSÏÏ untuk

(1) dÜakUkan Sebag—

^Ztmemperhitungkan faktor penyesuaian g

terend^n^T pada a^ (4) merupakan limit/batasanIhSt g dlSampaikan kePada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai
Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalahharga minimal barang yang akan dilelang. Y ( J adalah

Pada ayat ditetapkan oleh Bupati

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 199Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku
Pada nellk 6 Pf^n’dilakukan lelang ulang sebanyak ffsatu) kali2 1 ?ang Ulang sebaëaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan penilaian ulang. y 1 J
Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerahPada ayat (1) Üdak laku dÜual’ PMgelola Barangmenmdaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah®penyertaan modal atau pemanfaatan ’

dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

(1)

(4)

(5)

(1)

(2)

(2)

(3)

Pasal 200Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidaklaku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang Sbanyak 1 (satJ)
^^8 ^lang sebaSaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan penilaian ulang. F

lelang ulan« sebagaimana dimaksud padannnLJi ? k dlJua > Pengelola Barang menindaklanjuti dengan\ pa klangl tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.8
aval 3

kegiatan sebagaimana dimaksud padaXiA’ a
ang mihk daerah seIain tanah dan/atau bangunan

bersangkutan.^8* perSetuJ'uan BuPati untuk masing-masing kegiatan

penvTrtaan1 tanpa menukar, hibah' atau? d x’ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapatdilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

. Pasal 201
Kas11 peiyualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya kerekening Kas Umum Daerah. y

Daerah
berada pada Badan Layanan Umum



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

nlnve^^ milik daerah dalam rangkapenyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsid^mrk^^T U™Um °aerah merupakan penerimaan daerah yangdisetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umumuaeran.
b' P™an 1aerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangkatugas dan fungsi Badan Layanan UmLmEl merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnyake rekening Kas Umum Daerah. y

Paragraf Kedua
Objek Penjualan

Pasal 202
P^JUalan baranê milik daerah yang berada pada PengelolaBarang /Pengguna Barang, meliputi: 5

a. tanah dan/atau bangunan;
b. selain tanah dan/atau banguan.
Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan denganpersyaratan sebagai berikut: ë
a. memenuhi persyaratan teknis:
b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebihmenguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijualkarena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidakterdapat permasalahan hukum.
Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain-a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tataruang wilayah; s
b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapatdigunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsipenyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannyadiperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeripemenntah daerah yang bersangkutan;
d. bangunan berdiri di atas tanah milik pi’hak lain; ataue. barang milik daerahyang menganggur (idle) tidak dapat dilakukanpenetapan status penggunaan atau pemanfaatan.
Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan denganpersyaratan sebagai benkut: ë
a. memenuhi persyaratan teknis:
b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebihmenguntungkan bagi pemenntah daerah apabila barang milik daerahdijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besardanpada manfaat yang diperoleh; dan
c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidakterdapat permasalahan hukum.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antaralain:
a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak,dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibatmodernisasi; ö



c. barang milik daerah üdak dapat digunakan dan dimanfaatkan karenamengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, sepertiterkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; ataud. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karenamengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkanpenggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 203
Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awalperencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan
pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 197 ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan:

a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaanawal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untukpembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah vangbersangkutan; dan
b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawainegen sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkanoleh Bupati.

Pasal 204
(1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinasoperasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratanyakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuaidokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; ataub. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai
... kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.(3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotorrusak beratdengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen)maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7(tujuh) tahun.
(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh)tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan suratketerangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

Pasal 205
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penjualan Barang MilikDaerah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Tata Cara Penjualan sebagaimana ayat (1) meliputi:

a. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang;b. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang; danc. Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Pasal 206
(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan

pemerintahan;
b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
c. tidak tersedia dana dalam APBD.



(2)

(3)

e.

(4)

(5)

a.

b.
c.

d.

e. Swasta;
Swasta sebagaimana dimaksud pada avat f4) hnmf a -u ,
swasta, baik yang berbentuk badan"hukuTLX

XVdZat^ dimakSUd Pada a^‘ Hl, tukar

^^k^gg^an teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan

* (»SXS?" a"’“ ail,k"k" *">■"»“
b. Pemerintah Daerah lainnya;
C' tV^ MiHk “^/Daerah atau badan hukum milikpemerintah lainnya yang dimiliki negara:d. Pemerintah Desa; atau

(1)

(2)

(3)

Pasal 207
Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa-
b SnS bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang- danc. selam tanah dan/atau bangunan. g’ aan
Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain taSh dan/ataubangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dantpSZr6‘etaPi Üdak"«U -% ruang^h
^"a^^ dimakSUd dilaksanak“

Pasal 208Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan-a. aspek teknis, antara lain: ^bdrean.

1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan2. spesifikasi barang yang dibutuhkan;
d^^0110^8’ kajian terhadap nilai barang milikdaerah yang dilepas dan nilai barang pengganti-c. aspek yuridis, antara lain:
1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan2. bukti kepemilikan.

Pasal 209
dimaksud dalam Pasal 208 terhadap barang

alternaüf ben»TT' ah da?/atau bangunan, Bupati dapat memberikanlal" Pen8el01aan barang milik daerah atas permohonan

BÏÏÏi^JUan kar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/ Pengguna



(1)

(2)

(3)

(4)

Rot.q„ . Pasal 210Barang pengganti tukar menukar dapat berupa-a. barang sejenis; dan/atau P
b. barang tidak sejenis.

tUkar barang milik daerah berupa
a. tanah; atau
b. tanah dan bangunan.

daerah berupa
a. tanah;
b. tanah dan bangunan;
c. bangunan; dan/ataud. selain tanah dan/atau bangunan

beZï ayat (3) harus
peijanjian tukar menukar atau Berita Acara Serahlbrim^^^

(1)

(2)

(3)

(4)

. u Pasal 211 -
rekening Kas Umum Daerah

k
i waJlb menyetorkan ke

SS™*Sy"f“s
p“ 01 »'

(1)

(2)

(3)

. Pasal 212

X8ha7skan mitra “menunjuk konsultan pengawas den^fn ggan^’ . mitra tukar menukar
pertimbangan dari SKPD terkait

g PersetuJuan Bupati berdasarkan
pada ayat (1) nterupakan

Biava konS„U«« Derêerak di bidang pengawasan konstruksi.
tanggung jawab mitra tukar^ dimaksud pada ayat (1) menjadi

setelah mendapat
rn,,! , Pasal 213Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barankpersetujuan Bupati sesuai dengan kewenan^nnya 8

Pasal 214^“dXX Menukar Milik
Peraturan Bupati

g Pada Pen®™ Barang diatur dengan

Bagian Kelima
Hibah

rn u-u u Pasal 215
kepentinganT8 dengan Pertimbangan untuk
a. sosial;



(2)

b. budaya;
c. keagamaan;
d. kemanusiaan;
e. pendidikan yang bersifat non komersial;
f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerahPenyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungannXrinmTT^ P7Sat dan pemerintah daerah> hubungan antarapemerintah daerah dengan masyarakat/ lembaga internasional, danpe aksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsipemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 216
(1) Barang mihk daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:a. bukan merupakan barang rahasia negara;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsipenyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggungsepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal 217
(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimanaketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola

Pasal 218
(1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembagakemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersialberdasarkan aktapendirian, anggaran dasar/ rumah tangga, ataupemyataan tertulis dari instansiteknis yang kompeten bahwa lembagayang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud-b. pemerintah pusat;
c. pemerintah daerah lainnya;
d. pemerintah desa;
e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengankntena masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan; atau

. n
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pembenan hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:

a. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkankepemihkannya kepada desa;
b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintahdaerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yangsudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 219
(1) Hibah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; danc. selain tanah dan/atau bangunan.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

yang berada pada Pengguna Barang
(1) hUmf b antara lain ta-h «aubangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkansesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)telain tanah dan/atau bangunan sebagXanadimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awalpengadaannya untuk dihibahkan; dan
b' ”‘‘^1 'anah dan/atau bangunan yang lebihoptimal apabila dihibahkan. s

bfrang ™lik akan dihibahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

221
LeZrtrZrdalrraerintah daerah atas barans milik daerah dilakukanUsa^ dan peningkatan kinerja BadanUsaha Mihk Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimilikiNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganm2dal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

y
a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumenpenganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerahatau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangkapenugasan pemerintah; atau ë
b’ miHk daerab lebih optimal apabila dikelola oleh Badan UsahaMilik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negarabaik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. *
Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan

,daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
p‘??yertaan modal pemerintah daerah kepada BadanUsaha Mihk Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimilikiNegara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikutï ket“nperaturan perundang-undangan.

Pasal 222
berupa-aan m°dal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atauc. selain tanah dan/atau bangunan.
Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerahseteïhm^ T* (1) ddaksanakan oleh Pengelola Barangsetelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannya.

Pasal 220

Daerah m“8ena‘ Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang MilikPem' ra^ Bupaü
g a Pen^“ Ba™nS dlatur U



(1)

(2)

(3)

Pasal 223

221 ayat (1) huruf a oleh Bupati, sesuai

ïïh^1' bangunan yang berada pada Pengguna Barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) huruf b antara lainuTtuk “seS^^ aWal Pen8adaannya direncanakanuntuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yangAngg2ra“(DPAam dokUmen Peng“8garan, yaitu Dokumen Pelaksanaan

pean^m? nk dan/atau bangunan yang berada pada
c anSTarn SSipua:agaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) huruf
a' miIik daera^ S.!.lain tónah dan/atau bangunan yang dari awal
b bmXa^ffikawUn^ dls?r?akan sebagai modal pemerintah daerah;b. barang mihk daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lébihoptimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Pasal 225
IanJ"‘ ”“8““ Tata Cara Penyertaan Modal PemerintahDaerah Atas Barang Mihk Daerah Pada Pengelola Barang dan Pada PenggunaBarang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 224Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisap“ng~ penyertaan moda! sesuai ketentuan peraturan

BAB XI
PEMUSNAHAN

Pasal 226
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

a‘ digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidakdapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &

(1)

(2)

(3)

Pasal 227
emusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendanatpersetujuan Bupati, untuk barang milik daerah padf Pengguna SangPemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendfoatPe[aSJUan Bupatl’ untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dituangkan dalam benta acara dan dilaporkan kepada Bupati.

„ . Pasal 228
Pemusnahan dilakukan dengan cara :

a. dibakar;
b. dihancurkan;
c. ditimbun;
d. ditenggelamkan; atau
e. cara lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
Pasal 233

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) untukbaran8 ““lik daerah pada Pengguna Barang dilakukan denganmenerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelahmendapat persetujuan Bupati.

Pasal 229
Barang Mi,ik Daarah

Bupati. gguna Barang diatur dengan Peraturan

BAB XII
PENGHAPUSAN

n , Pasal 230enghapusan barang milik daerah meliputi-a- Daftar Barang peng8una dan/at- °aftar
b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; danc. penghapusan dan Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 231

Kuasa^PenT Barang Pengguna dan/atau Daftar BarangKuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf /
o'" hal bar“8 “ilik daerah sudah üdak beradaTaaSpenguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna BarangS229ïurufbTT^“8 pengelola sebagaimana dimaksud dalam

daerah sudah tidak

dalatTpasaT 229 TT’’TE “llikDa(:rah sebagaimana dimaksudaaiam Fasal 229 huruf c dilakukan dalam hal teriadi Denehanusanr nIXdahmmakSUd TV7®' (1I dan ayat (2) disebibkan karena:a. pemmdahtanganan atas barang milik daerah-
HdTT pengadi‘a" yang ‘elah berkekuatan’hukum tetap dan sudahtidak ada upaya hukum lainnya;

c. menjalankan ketentuan undang-undang;d. pemusnahan; atau
e. sebab lain.

Pasal 232Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola

a. penyerahan barang milik daerah;b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah-c. pemmdahtanganan atas barang milik-“■ &Tu“hS^ hUkUm KtaP dan -dah
e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan-
i. pemusnahan; atau ° ’
g. sebab lain.
Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merunakansebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wma? menMPen8haPufan> seperti, hilang karena kecurian, terbakar susmk^T^™r^dal“' mati’ dan sebagai akibat dan keaS



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 236
barang Pengguna/daftar barangKuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 avat (2)Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkanhimpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Penggunasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pentolamenurut penggolongan dan kodefikasi barang.

^ngeiola

Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 237
inventarisasi barang milik daerah palingsedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)erupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasiailakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 235

mTik^^^ harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barangberada dl baWah ke dalam DaftafBarang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barangPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftarandan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya beradaPenc^na Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar BarangkSX^ KUaSa P™a — penggolongan da"

a. pengalihan status penggunaan;
b. pemindahtanganan; atau
c. pemusnahan.

h ^endeleSasikan Persetujuan penghapusan barang milikdaerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk DaftarBarang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa PenggunaPelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.
g

Pasal 234SST1To n‘ men8enai Tata ca« Pelaksanaan Penghapusan BarangMilik Daerah Pada Pengelola Barang dan Pada Pengguna Dan/Atou KulsfPengguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 238
Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah

É17dX5aS“hun8 berada dalam paling sedikit 1 (satu)

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 239

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasaëngguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunanuntuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa PenggunaSemesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaibahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untukdisampaikan kepada Pengelola barang.

(3)

(1)

(2)

Pasal 240
Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesterandan laporan barang Pengelola tahunan.
Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Penggunasemesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 238 ayat (2) serta laporan barang Pengelolasebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporanbarang milik daerah.
Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 241

Bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah danmenetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal
Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh-a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/ataub. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 243
(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadappenggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaanpemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada didalam penguasaannya.
(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk Unit Keija SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna

Barang .



( ) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparatpengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjuthasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2). J '
(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasilaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 244
(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi ataspelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barangmilik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, danpemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparatpengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaanPenggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepadaPengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG MENGGUNAKANPOLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 245
(1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerahmerupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untukmenyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yangbersangkutan. &

(2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaipengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikeloladan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatanpelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan UmumDaerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai Badan Layanan Umum Daerah.

BABXVI
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 246
Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagaitempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjangpelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerahyang bersangkutan.

Pasal 247
(1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.(2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3(tiga) golongan, yaitu:

a. rumah negara golongan I;
b. rumah negara golongan II; dan
c. rumah negara golongan III.



(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yangdiajukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 248
(1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat(2) huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatantertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumahtersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yangbersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.(2) Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayat(2) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidakdapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiamioleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
(3) Termasuk dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara yangberada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susundan mess/asrama pemerintah daerah.
(4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat(2) huruf c, adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dangolongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pasal 249
(1) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakansebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintahdaerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).(2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milikdaerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan IIdalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
(3) Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan IIwajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang tidakdigunakan kepada Bupati.

Pasal 250
(1) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat(1) untuk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang.(2) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat(1) untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditandatangani

Pengguna Barang.

Pasal 251
(1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipilpemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni saturumah negara.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas danbertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 252

(1) Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih statuspenggunaan.
(2) Alih status penggunaan:

a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan I dan rumahnegara golongan II;



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

humTb h^r,,^3 dimaksud pada ayat (2)huruf b, harus disertai sekuang-kurangnya dengan-
y ' ’" S-’nXa’Sr’darf ^UPaÜ mengenai status golongan

golongan IH* negara g°10ngan 11 menJadi ™™h negara
K ^/3“” berSe,dia menerima P^^an dari PenggunaParang rumah negara golongan III; Së
c. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II-
e' TT1 P^nghunian (SIP) rumah negla gSongS II dan

kenb^a dan

(1)

(2)

Pasal 253
Kal diperluka? BuPati daPat melakukan alih fungsi barang milik8Olongan 1 dan rumah

Ahh fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I danditeipk^otehB^ " SCbagaimana d™ak-d pada ayat (1)

Pasal 254Ketentuan lebth lanjut mengenai Tata Cara Pengalihan Hak Rumah NegaraPenghapusan Rumah Negara, dan Penatausahaan Rumah Negara dfaturdengan Peraturan Bupati. uiatur

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara

D Pasal 255
Barang ^akukan pengawasan dan pengendalian barang milikdaerah berupa rumah negara yang berada dalam penguasaannya.

®

BAB XVII
GANTI RUGI DAN SANKSI

... _ . Pasal 256(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaranLntümn tpengelolaan bar“8 miiik daerah SelesaiS =undangan
dengan ketentuan peraturan perundang-



(2) Setiap pihak yang mengakibatkan
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakanperaturan perundang-undangan.

kerugian daerah sebagaimana
sanksi sesuai dengan ketentuan

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 257

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 258Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tanggamus
pada tanggal 27 Februari 2018

Pj.BUPATI TANGGAMUS

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Tanggamus
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

ANDI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 noMOR 157

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENLAMPUNG : (01/ 680/TGS/ 2018)
TANGGAMUS,PROVINSI



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

mansion P®merintahan yang baik menghendaki adanyamanajemen di bidang pengelolaan barang milik daerah yang mamoudan eflSienSi penyelen88araan Pemerintahan dalammenjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnva kenadamasyarakat Barang milik pemerintah daerah harus dikelola secara profeskmaldalam kerangka tertib pemerintahan yang dapat dipertanggung Zabkansecara manajenal maupun administratif dan yuridis.
byan§ milik daerah harus <Wakukan dengan

memberikan n^a v’ kegiatan yang secara ^ministratif perlumemberikan nilai ekonomis yang menguntungkan bagi pemerintah danmasyarakat Tanggamus. Barang milik daerah secara administratifpemerintahan harus dikelola secara baik untuk memberikan kemakmuransebesar-besarnya bagi masyarakat Tanggamus. Barang milik PemerintahKabupaten Tanggamus perlu dikelola dengan menggunakan pendekatan tertibS.W dan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.gamsasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan barangmilik Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki tanggung jawab untukmengelola secara transparan dan berkepastian.
b«r«nfemerin^ Tanggamus banyak memiliki dan menggunakanbarang yang diperoleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut baikyang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan pubHk serta untukPCT1U dikel°la dengan dasar hukum yang SatSebuah regulasi daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah diXTT Tanggamfus dikonstruksi untuk memberikan pljakan hukum yangkokoh bagl pemanfaatan barang milik daerah secara Optimal. Peraturan
hukum rdlS.USUK !m’ Secara untuk memberikan kepastianhukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus danwarga masyarakat Tanggamus. Pemerintah, dunia usaha dan TaXakatS.1.T me"dapatkan kem“faatan barang daerX Angdikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Barang milik daerahTanggamus secara substantif akan memiliki arti pentog dalamKbunTSn^3" pe”e""tahan aPabila dapat dioptimalkan untuk Aemenuhid^r=ïh maayarakat Tanggamus. Oleh karena itulah bahwa barang milikbaikïr^d7P^an k®kayaan at?“ barang daerah yang harus dikelola denganbaik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak
efisien d^n ^yaan dae,rah yan8 besar tetapi juga harus dikelola secaraefisiwi dan efektif agar tidak memmbulkan pemborosan serta harus dapatdipertanggung]awabkan. H

Ketentuan pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Tanggamussecara umum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19



S^L2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itulahlangkah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tenungPengelolaan Barang Milik Daerah harus menjadi panduan hukum dalamƒ Kabupaten Tanggamus. Oleh karena ituuntuk lebih memben kejelasan dan kepastian hukum dibutuhkan Peraturanhe^ngDPengeloIaan Barang Milik Daerah sebagai landasan danpijakan hukum Pemenntahan Daerah dalam mengelola barang milik daerahmaSyarakat y“g ”ampU serta

Milik ° DT^b01'6 tPeraLTn °aerah tentan« f*n8elolaan BarangM .... Daeiyh mi berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus“ pedoman untuk “elakukan pengelolaan barang milik daerah lecara
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

7aitUPengambilan kePUtusan dan pemecahan masalahbidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasapengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan KepalaDaerah sesuai fungsi, wewenangdan tanggungjawab masing-masing;

^aa keptStiaJ? buku™’ yaitu Pengelolaan barang milik daerah harusdilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan-Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milikdaerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperolehiniormasi yang benar;

Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar
1 &IaiJ8u mi lk daerah digunakan sesuai batasan-batasan standarkebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraantugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

SeÜap kegiatan Pengelolaan barang milikdaerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
Asas kepastian niiai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harusdidukung oleh adanya ketepatan jumlah dan niiai barang dalam rangkaoptimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerahserta penyusunan neraca Pemerintah DaerahPasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a



Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenissebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputihibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/ lembagamternasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan daripeijanjian/ kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf bantara lain berasal dari:

a. kontrak kaïya;
b. kontrak bagi hasil;
c. kontrak keijasama;
d. perjanjian dengan negara lain/ lembaga intemasional:

dan
e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha

dalam penyediaan infrastruktur.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang-
undangan.

Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan
setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait

Ayat (3)
Cukup jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

I



Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.



Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.



Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas.



Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.



Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.



Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.



Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas

Pasal 240
Cukup jelas.

I



Pasal 241
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Cukup jelas.
Pasal 242

Cukup jelas.
Pasal 243

Cukup jelas.
Pasal 244

Cukup jelas.
Pasal 245

Cukup jelas.
Pasal 246

Cukup jelas.
Pasal 247

Cukup jelas.
Pasal 248

Cukup jelas.
Pasal 249

Cukup jelas
Pasal 250

Cukup jelas.
Pasal 251

Cukup jelas.
Pasal 252

Cukup jelas.
Pasal 253

Cukup jelas.
Pasal 254

Cukup jelas.
Pasal 255

Cukup jelas.
Pasal 256

Cukup jelas.
Pasal 257

Cukup jelas.
Pasal 258

Cukup jelas.


